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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karunia-Nya, sehingga buku berjudul Meritokrasi Birokrasi dalam
Transformasi Digital dapat tersusun dan hadir untuk pembaca.

Buku ini membahas perubahan dalam sistem birokrasi yang
semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, serta
pentingnya penerapan prinsip merit dalam menciptakan tata kelola
yang lebih adil, efektif, dan profesional. Uraian disusun dengan
bahasa yang mudah dipahami agar dapat menjangkau berbagai
kalangan, sehingga tidak hanya terbatas pada lingkungan tertentu,
tetapi juga relevan bagi masyarakat umum yang ingin memahami
perubahan sistem pemerintahan modern.

Buku ini dijual untuk masyarakat luas dan dapat dimiliki oleh
siapa saja yang tertarik pada isu transformasi birokrasi di era digital.
Semoga buku ini memberikan manfaat serta menambah wawasan
dalam melihat arah perubahan tata kelola yang semakin dinamis dan

terbuka.

Jakarta, Juli 2026

Tim Penyusun
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Buku referensi berjudul: Meritokrasi Birokrasi dalam Transformasi Digital membahas
perubahan cara kerja pemerintahan dan pelayanan publik di era modern yang semakin
berbasis teknologi. Di dalamnya dijelaskan bagaimana sistem birokrasi dapat
dikembangkan agar lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemampuan, sehingga

setiap individu mendapatkan ruang berdasarkan kompetensi dan kinerja.

Selain itu, buku ini mengulas peran teknologi digital dalamm mempercepat proses
layanan, meningkatkan efisiensi kerja, serta membangun sistem administrasi yang lebih

responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
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